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MOTTO 

 
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.” 
(Q.S. Ali Imran:139) 

 
“Karena sesungguhnya sesudah kedulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan”. 
(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 

 
“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”. 

(Q.S Ar-Rum: 60) 
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ABSTRAK 

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan 
masyarakat desa. BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra 
kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan 
urusan pemerintahan. BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk 
melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan 
belanja Desa (APBDes). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang berfungsi 
untuk meneliti hukum di lingkungan Masyarakat. Selain itu penulis juga menggunakan 
pendekatan deskriptif analitis yang berfungsi untuk menjelaskan peristiwa dan dihubungkan 
dengan peraturan yang ada. Melalui kedua metode ini penulis menemukan bahwa 
kewenangan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
adalah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu membahas dan 
menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Badan 
Permusyawaratan Desa di Kelurahan Gawanan Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar dalam praktiknya sudah memperoleh kewenangan sesuai dengan Undang-
Undang Desa, namun BPD di Kelurahan Gawanan kurang mampu melaksanakan 
kewenangan-kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014. 
Berbagai informasi yang dikemukakan di atas menunjukkan perlunya perhatian yang 
sungguh-sungguh bagi para penentu kebijakan, khususnya di Kabupaten Karanganyar, untuk 
mendorong BPD terus berusaha meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Penguatan 
kompetensi dan kapasitas ini mendesak dilakukan untuk mendongkrak pandangan dan 
kepercayaan warga desa bahwa BPD adalah lembaga demokrasi di desa, terutama dalam 
fungsinya sebagai penyalur aspirasi warga dan melakukan pengawasan atas kinerja 
pemerintah desa. 
 
Kata Kunci : Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang Desa 
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ABSTRACT 

Law Number 6 of 2014 concerning Villages mandates the Village Consultative Body 
(BPD) as a partner of the village government in empowering village communities. BPD is a 
legislative institution and forum that functions to accommodate and channel the aspirations 
of the community. In essence, this institution is a working partner of the Village government 
which has an equal position in carrying out government affairs. BPD as a supervisory 
institution has the obligation to control the implementation of Village Regulations and the 
Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). This research uses empirical legal 
methods which function to research law in the community environment. Apart from that, the 
author also uses a descriptive analytical approach which functions to explain events and 
relate them to existing regulations. Through these two methods the author found that the 
authority of the Village Consultative Body based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages 
as institutions that carry out government functions, namely discussing and agreeing on draft 
village regulations with the village head, accommodating and channeling the aspirations of 
the village community, and supervising the performance of the village head. In practice, the 
Village Consultative Body in Gawanan Village, Colomadu District, Karanganyar Regency 
has obtained authority in accordance with the Village Law, however the BPD in Gawanan 
Village is less able to carry out its authorities as mandated by Law no. 6 of 2014. The various 
information presented above shows the need for serious attention for policy makers, 
especially in Karanganyar Regency, to encourage BPD to continue trying to improve its 
competence and capacity. It is urgent to strengthen this competency and capacity to boost the 
views and trust of village residents that the BPD is a democratic institution in the village, 
especially in its function as a channel for residents' aspirations and supervising the 
performance of the village government. 

Keywords: Authority, Village Consultative Body, Village Law 
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